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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024
TENTANG

PEMBARUAN PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. untuk meningkatkan transparansi dan kualitas
layanan yang baik maka seluruh pengadilan di
lingkungan peradilan umum telah melakukan
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan
baik internal maupun eksternal maka perlu
dilakukan penyesuaian pedoman standar layanan
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
seluruh lingkungan peradilan umum,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a
dan b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/
2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri yang diperbarui dengan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana
telah diubah dengan undang undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

S. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Pedoman  Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan;

10. Peraturan ...

WINDIANINGRUM | DIUNDUH PADA 19 JUNI 2025



-3-

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan;

11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 1364 /DJU/SK/HM.02.3/
5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Umum;

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/
HMO02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei
Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di
Bawahnya,;

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/
3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM TENTANG PEMBARUAN
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN NEGERI.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...
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KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

oy Ditandatangani secara elektronik oleh
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;

YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri.
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